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18U KOTA NUSANTARA

Rp 23,9 Triliun untuk IKN; Infrastruktur Dominan

JAKARTA, KOMPAS = Pads tahun
2023, pemerintah mengaloka-
sikan anggaran Kp 239 triliun
untuk penviapan lbu Kota Ne-
gara atau [N Nusantara. Ter-
kait hal ini, pemerintah dii-
neatkan  menimbang  secara
sungguh-sunggub agar jangan
ada program lebih penting vang
dikorbankan untuk anggaran
[KN

[halam rapat kema dengan
komist ¥ DPR. Selasa
(17/1/2023), Menteri Pekerjaan
Unun dan Perumahan Rakyat
(PUPR)} Basuki Hadimuljono
menyampaikan, program kerja
Kementerian PUPR pada 2023,
i antararya untuk mendukung
pembangunan [KN

Merujuk maten paparan Ke-
menterian PUPR vang disam-
patkan dalam rapat kerja ter-
sehut, disiapkan untuk dukung-
an TKN Rp 1038 teilion vang
diambil dari anggaran di bidang
Cipta Karya yang mencapai Rp
25008 triliun, Selain itu, disi-

apkan pula Rp 112 triliun untuk
[KN yang diambil dari anggaran
i hidang sumber daya air vang
totalnya Kp 4195 triliun,
Sebelumnya, Menteri Ke-
uangan Sri Mulvani Indrawati,
sesal sidang kabinet paripurna
ferkarl evaltast Anggaran Pen-
tapatan dan Belanja Negara
(APBN) 2022 sorta Hencana
Program dan Anggaran Tahun
2023 di Istana Negara, Jakarta,
Serin (16/1), menyampatkan,
pemerintah menviapkan belan-
ja untuk IKN sehesar Rp 239
triliun, dengan Rp 21 triliun di
antaranva untuk nfrastrdtur:
“Telanja i ‘datam rangka
[KN Rp 239 triliun, terutanta
untuk infrastrukturnya sebesar
Bp 21 triliun," kata Menkeu
Target prionitas 2023 di bi-
dang Cipta Karva, antara lain
pembangunan dan peningkatan
slstem penyediaan air minum.
Hal ini termasuk instalasi peng-
olaban air dan jaringan per-
pipazn sistem penyediaan air

minum Sepaku di Kalimantan
Timur, demi mendukung TKN,
Selain it juga pembangunan
instalasi pengolahan air imbah
seTty tempat pengolahan sam-
palt terpadu untuk mendukung
IKN. Berikutnva-adalah pem-
bangunan-Kawasan Tnti Pusal
Pemerintahan. (KIPF) dan pe-
pataan Sumby Kebangsaan,

Program penting

Direktur Eksekutif Center of
Reform on Economics [ndo-
nesia, Mohammad Faisal me-
nuturkan, apabila melihat tar-
get pembangunan TKN. banyak
yang perlu dikegar, terutama di
sisi infrastrukture dasar dan ba-
ngunan, “Terlepas dari ihu, ran-
cangan TKN  dibangun pada
kondisi prakrisis, Jadi, me-
mang, melthat dinamika setelab
perencanaan itu dibuat, ada kri-
3is, ada pandemi, dan sekarang
ada inflasi. ada permasalah-
an-permasalaban yang  ticdak
terpikirkan atau tidak terkia-

kan atau terprediksikan pada
saal ttu herarti memanyg pertu
fleksibilitas atan penvesuaian
dengan kondist," ujar Faisal

Dilihat  dari  kemampuan
angearan, Falsal menuturkan,
darl dulu memang ada keter-
batasan. Namun, keteralasan
i 2023 menjaci lebih terasa
kHI'l.‘I'I.'i []Il.liil saal sama Hll.il lar-
et normalisast kebijakan fiskal,
yatkni mencapa defisit di hawih
3 persen. Ada kekhawatiran
normalisast kebijakan fiskal ini
betdampak ke sektor riil karena
banyak insettif vang diberilkan
di saat pandemi dikurangi atau
digtop paca 2023

“ladi, intinya, perlu fleksi-
bilitas terhailap program-prog-
ram yany tidak urgen, termasuk
pada TKN, Jadi, memang perlu
banyak perubahan karena kalau
tidak. ada kepentingan vang le-
bil urgen yang justru di
korbankan. Hal yang lebih ur-
gen harus lebib didahulukan,”
kata Faisal (Ca8)
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